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Syarat Pres-T Konstitusional

idak ada kekuaasaan pemerimntahan di era reformasi saat ini yvyang

mutiak atau absolut. Setiap langkah permerintah, baik berupa program

atau kebijakan, scelalu mendapatikan Pengavvasan yang ketat.
Pengavwasan itu bisa mielalui parilemen, eslemen-—clemmen masyaralkat, atau
PrPeraturan perundang—undangan yvang berlaku.

Bankan, sebagai negara yang menjadikanmn hukumnm sebagai pangllrne
pProses hukum bisa menjiadi jalan terakhir dan efektif untuk Mmengawvwasi
keria pemerintahan agar tidak arogan. Hal itu juga beriaku dalarm sebuah
Proses permbuatan undang-undang -

Dalarm sisterm ketatanegaraan yang beriaku di Indonesia, sebuah
ranmncangan UU (RUU) bisa diajukan pemerintah atau pariemen .- Meski
demikian, siapa pun vang mengajukan RUU, keputusan akhir tetap ada
di pariemen. Secara demokratis, para wakil rakyat menggelar rapat untuk
memutuskan apakah suatu UU bisa disetujui atau ditolak, baik mielaalui
Jalur Mmusyavwarah mufakat atau pemungutan suara (vofirrg).

Sisternm seperti itu pula yang terjadi ketika DPR akhirmya memutuskan
untuk Menysetujui RuUuU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Urmiurm
(FPemilu) menjadi U, Lahirmya U Penvelenggaraan Pemilu harus melalui
Pperjalamnan panjang, bahkan <4 fraksi di parilemen melakukan aksi walk
owt sebagai sikap tidak setuju terhadap UU itu, terutama kKlausul tentang
sSyarat amibang batas partai atau gabungan parta( bisa mengajukanmn calon
pPresiden (presidential threshHhold/Pres—T ). DPR dan pemerintahn pun akhirmy=a
sepakat bahvwa syarat Pres-T adalah 20%%6 perolehan kursi di parlemen
dan/atau 2526 perolehan suara sah secara nasional.

Meski telah disejutui, Pres-T tetap memunculkan polemik di masyarakat.
Partai-partai oposisi tetap menoilak syarat tersebut. U Penvelenggaraa
Pemilu yang belum ditandatangani Presiden itu pun langsung digugat u
materi di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sesjumilah elemen Mmasyarakat.

Seusai bertemu dengan Ketua Umum DPPFP Partai Demokrat Susilo
Bambang Yudhoyvono (SBY) di Cikeas, Javwa Barat, Kamis (27/7) rmalaarm,
1 Ketua UMmum DPP Partal Gerindra Prabowo Subianto menyinggung soal

Pres-T itu. Menurut Prabowo, syarat Pres-T adalah sebuah lelucon politik
| yang menipu rakyat.
i Sementara, SBY berujar, Pihaknya harus memastikan bahwvwa
rPenggunNnaaAan - kekuasaan oleh Nmnegara jangan samipail mielampauil batas .
enurut istilah SBY, power rricsst 1ot go wricf reck (kekuasaan janggan
sampai tidak teravwasi) agar tidak terjadil abaorse of power (penyelewengan
kKekuasaan).

- Permyataan _itu mendapat tanggapan darl Presiden Joko WVvidodo
(Jokowwi)._ Dia menegaskan, saat ini pemerintahannya tidak memiliki
kKekuasaan yang Mmiutiak atau absolut. Bangsa indonesia, ujaasrmya, sudah
menyepakati secara demokratis uamntuk Mmenyelesaikan setiap perbedaan
dan setiap permasalahan dengan miusyawvwarah danmn mufakat. Presiden
PunNn Mmenegaskan,; ada masyarakat, pers, dan DR vang selalu mengawvwwasi
Premerintahan.

x: Dikatakan, ULlJ Penvelenggaraan Pemilu lahir melalui sebuah proses
vang demokratis, yvang disetujui oleh rmayvoritas fraksi di DEPR. Jika ada
Pihak yang keberatan, termasuk keputusan pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Pengganti L& L6 J (Perppu) tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas), bisa mengajukan gugatan ke VIK. Arctinya,
< ata dJokowi, ialur h akuuam sangat terbuka lebaar.
HKita sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi. Publik tentu melihat

bahwa kelahiram UU Penvelenggaraan Pemilu telah melalui proses yang
demokratis di DPR. Melalui lobi-lobi di pariemen, sebuah Ul bisa dilahirkan
melalui proses Mmusyavwarah mufakat.

Namun, jika cara itu tidak bisa, miaka permungutan suara (voifirnrg) bisa
dilakukan. ‘r"dak sermua pihak bisa menang dalam permungutan suara di
Pariemen .. . 2

Jadi, keputusan yang telah dimambil melslui proses yang benar dan
sah di rapat paripurna merupakan sebuah keputusan kelembagaan DEPR.
Dari sini, kita harus mermahami bahwvwa permcerintah tidak bis=a secar=

| sepihak memuituskan sebuah RUU menjadi UU, meski usulannya datang
dari permerintahn. Artinya pula, tidak ada arogansi atau kekuasaan pemrmerintan

wvang absolut dalam suatu proses pembuatanmn UUL
Kita tentu Mmenghargai pihak yang mengajukan gugatan uji materi.
kKarena memang itu yang harus dilakukan ketika ada yang tidak sepakat
dengan suatu produk UU. Namun, syarat Pres-T yang digugat itu merupakan
pPas=l yvang konstitusional. Konstitusi Indonesia, UUD 1995 menegaskan,
Pasangan capres—cavvapres harus diusung oleh partai politik atau gabungan
LS5 BN

Partai k. Syarat-syarat tentang itu diatur lebih lanjut dengan U
Artinmnya, dak ada pelanggaran konstitusi terkait syarat Pres—-T.
Lagipula., syarat Pres-T telah dua kali disepakati dalam pern han
presiden di Indonesia. Bahkan, syarat itu pernah pula digugat di MK dan
Artinmnya, M telah menegaskan bahnwvwa sSwyarat Pres-T tidak
usional. Syarat Pres-T juga untuk memiperkuat sistemm presidensial
wvang dianut Indonesia. Dengan adanya syarat Pres-T, permerintahan

syarat Pres—T, sulit untuk MmemMmbayvangkan jika partai yang mengusung
Presiden/vwapres terpilinh tidak mendapatkann kursi di parlermen .
Pemerintahan seperti itu akanmn dengan mudah digoyvang pariemen
atau_ dengan mudahn disandera oleh partai-partai di pariemen. Presiden
—Janji yang diucapkan kepada

terpilin akan kesulitan untuk Mmemenuhi janji

|
|

{

|

! terpilin akanmn mendapat dukungan yang kuat di pariemen. Jika tanpa
|

|

l_ rakyat saat kampanye.
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